SALINAN

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 192 TAHUN 2015
TENTANG
HONORARIUM KEPANITIAAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELESAIAN
SIDANG SENGKETA INFORMASI PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja kepanitiaan Non Pegawai
Negeri Sipil pada Komisi Informasi Provinsi, perlu memberikan

honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium
Kepanitiaan Non Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelesaian Sidang

Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Provinsi;
~ Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan:

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015:

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;




Menetapkan

10.
11.
12,

13,

14,
1.

16.

Peraturan Pemermtah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi -
Publik; :

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir -dengan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 ' : :

Peraturan Menten Keuangan Nomor STIPMK 02/2012 tentang Standar
Biaya Tahun Anggaran 2013

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok

' Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan _Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Orgamsasu Perangkat

. Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2011 tentang Standar Biaya,

Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan informaS| ,

'Pubhk

Peraturan Gubernur Nomor 14'2'--T_a;hun .2013 tentang Sistem dan
Prosedur. Pengelolaan Keuangan Daerah - sebagaimana telah diubah -
dengan 'Peraturan Guberriur Nomor 161 Tahun 2014,

-Peraturan Gubernur Nomor 292 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekretarlat Komnsn Peny:aran dan Komusn Informas;

.:MEMU_TUSKANi

PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM KEPANITIAAN NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELESAIAN SIDANG SENGKETA

1.
2.

: INFORMASI PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI

BAB l '
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

, Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dtmaksud dengan

.'Daerah adalah F’rovm5| Daerah Khusus Ibukota Jakaﬂa

Pemenntah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagal ,
unsur Penyelenggara Pemenntah Daerah." :

. -Gubernur adalah Kepala Daerah Pemermtah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakar’(a : :

Kom|3| Informa5| adalah Lembaga Mand|r| yang berfun93| menjalankan

"Undang-Undang Keterbukaan’ Informasi.. Publik dan peraturan

pelaksanaannya 'yang menetapkan petunjuk teknis standar layanan
informasi ‘publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melaim

. mediasi dan/ atau ajudlkam non |It|gaS| ,



10.
11.
12,

13,

14,

15.

16.

Kom|3| InformaS| Provm5| adalah Komisi InformaSI yang berada di
Provm3| Daerah Khusus Ibukota Jakarta '

Sengketa Informasi- adalah sengketa yang terj'adi antara Badan publik
dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh

dan menggunakan informasi ‘berdasarkan -ketentuan‘ perundang-
. undangan. - ' o '

: Honorarlum adalah upah- sebagau imbalan. Jasa yang dlberlkan pelaksana

kepanmaan penyelesalan sengketa |nforma3|

Kepan!tlaan dalam penyelesawn-sudang sengketa informasi adalah pihak

- yang- ditunjuk oleh Komisi Informasi untuk menangani penyelesaian .
sidang sengketa“ mformasn pada Komisl InformaS| Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta

Pegawai. Negen Sipil yang selanjutnya dismgkat PNS adalah Pegawai
Negen Sipil pada Pemerintah dan/ atau Pemerlntah Daerah.

Med|a3| ‘adalah penyelesalan sengketa informasi publtk antara para
pihak melalui-bantuan Mediator Komisi InformaS|

Ajudikasi ‘non lltlgasu adalah proses penyelesalan sengketa informasi
publik antara para p|hak yang diputus oleh KOIT'IISI Informasi.

'Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
. adalah. Anggaran -Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta.

Medlator adalah. komus:oner pada Kom|S| Informasi yang bertugas
membantu para pihak dalam proses perundlngan guna mencari berbagai
kemungkinan - - penyelesaian Sengketa - Informasi Publik tanpa

, menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.

Medlator Pembantu adalah. kom|3|oner pada Kom|S| Informasi atau orang
lain yang bertugas membantu Mediator, yang ditetapkan berdasarkan -
ketentuan Komisi Informasn Pusat. ‘

Asnsten Medlator adalah staf Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta yang bertugas mendamplng| mediator dalam _proses
Medlas: ' _

Majehs Komnswner adalah komlsmner Kom|Si Informasi yang sekurang-

- kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan berjumiah gasal yang ditetapkan

oleh Ketua Komisi Informasi untuk memenksa dan memutus Sengketa

. ‘Informasi Publlk

17.

18.

Pamtera adalah Sekretaris Komisi lnforrnaS| yang bertanggung jawab

_mengelola administrasi permohonan penyelesaian sengketa, membantu

Mediator; membantu Majelis Komisioner di dalarm persidangan, mencatat
persidangan, membuat Berita Acara Per5|dangan dan menyusun
Iaporan hasnl pers:dangan

Panltera Pengganti adafah pegawai di lingkungan Komisi Infoermasi yang -
ditunjuk oleh Panitera untuk bertanggung jawab membantu/menjalankan
tugas-tugas Panltera ,



19. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memlllkl kompetensi dan kualifikasi
* tertentu. yang ditetapkan oleh komisi informasi.Provinsi Daerah Khusus
[bukota : Jakarta dengan  tugas -dan. - fungsi memberi masukan,

' pertlmbangan dan tugas- tugas tertentu sesua| dengan keahhannya

20. Asisten Ahli. adalah seorang yang mem[hkl kompetenS| dan kualifikasi
tertentu -yang ditetapkan . oleh ‘komisioner . dengan tugas dan fungsi
: memberl bantuan sesuai dengan kuahflkaSI

21. Ahli adalah orang yang - dapat - memberikan - keterangan di dalam
persu:iangan sesual dengan keahlnannya :

22. Rohanlawan adalah aparat Komisi !nformass Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta- yang bertugas membantu” Majelis Komisioner dalam
pengambilan sumpah terhadap saksi, ahh dan atau penerjemah dalam
'per3|dangan :

23. Keamanan adalah aparat Kom|3| Informasi Provm5| Daerah Khusus
_Ibukota . Jakarta yang " bertugas menjaga keamanan dan ketertiban
persnd_angan_ baik d:..dal_ar.n maupun c_illuar sidang.

N Vv'-'_IBA.'BII--”.
 RUANG LINGKUP . -
| 'Paéal 2
(1) Ruang Imgkup Peraturan Gubernur ini, mellputl
a. honoranum kepamnaan bagl non PNS dalam penyelesaian sidang

sengketa informasi melalui Mediasn pada Kom:5| Informasi Provinsi;
dan/ atau -

“b. _honorarium kepanltlaan bagi non PNS dalam penyelesalan sidang
sengketa informasi - melalui AjudlkaSI Non L|t|ga5| pada Komisi
.Informa5| Provm3|

(2) Rmman dan: besaran honorarium sebagalmana dimaksud pada ayat (1),
' tercantum dalam Lamplran Peraturan Gubernur ini.
| Pasals '
Honoranum kepamtlaan non PNS dalam penyelesatan sidang sengketa
informasi - sébagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan. sesuai
pelaksanaan keglatan ' - : -
BAB e '
PEMBIAYAAN .
Pasal4
Honoranum kepanltlaan non  PNS dalam’ penyelesalan sidang sengketa
informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meélalui Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Dinas Komumkasn Informatika dan -Kehumasan Provinsi
DKI Jakarta : ~



BAB IV
KETENTUAN LAIN — LAIN
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan biaya honorarium
kepanitiaan bagi non PNS dalam penyelesaian sidang sengketa informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Komisi
Informasi Provinsi.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku
surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Jun 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.
BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72148

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Fdwy

SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003



Ry

Lampiran :

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

192 TAHUN 2015
19 Juni 2015

Nomor
Tanggal

RINCIAN DAN BESARAN HONORARIUM KEPANITIAAN NON PNS DALAM PENYELESAIAN
SIDANG SENGKETA INFORMASI PADA KOMIS! INFORMASI PROVINSI

A. Honorarium kepanitiaan non PNS dalam penyelesaian sidang sengketa informasi melalui

Mediasi :

No. Uraian Satuan Biaya (Rp)
1| Mediator OK* Rp 1.500.000,00
2 | Mediator Pembantu OK Rp 300.000,00
3 | Asisten Mediator OK Rp 300.000,00

B. Honorarium kepanitiaan non PNS dalam penyelesaian sidang sengketa informasi melalui
Ajudikasi Non Litigasi :

No Uraian Satuan Biaya (Rp)
1 | Ketua Majelis Komisioner OK Rp 450.000,00
2 | Anggota Majelis OK Rp 400.000,00
3 | Panitera OK Rp 300.000,00
4 | Panitera Pengganti OK Rp 300.000,00
5_| Tenaga Ahli/ Asisten Ahli Perancang Putusan OK Rp 300.000,00
6 | Pemeriksa Setempat OK Rp 300.000,00
7 | Pembantu Umum Non PNS QK Rp 300.000,00
» Notulensi OK Rp 300.000,00
» Dokumentasi QK Rp 300.000,00
8 | Ahli: _
> Setingkat Menteri OK Rp 1.400.000,00
» Setara Eselon | OK Rp 1.150.000,00
> Setara Eselon Il OK Rp 850.000,00
> Setara eselon Il OK Rp 700.000,00
» Setara eselon IV OK Rp 600.000,00
» Pakar OK Rp 1.400.000,00
» Praktisi OK Rp 1.400.000,00
9 | Rohaniawan OK Rp 100.000,00
10 | Keamanan OK Rp  80.000,00

*OK adalah Orang per Kegiatan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
ttd.

BASUKI T. PURNAMA



